BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai Sanksi Adat Terhadap
Perzinaan Sedarah di Desa Tebat Pulau Kecamatan Bermani
Ulu Kabupaten Rejang Lebong dalam Perspektif Maqgasyid
Syariah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah Di Desa Tebat
Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong
dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku, yang
mana sanksi yang diberikan berupa kewajiban membayar
denda uang adat (denda kutei) sebesar Rp1.500.000
kemudian diringankan menjadi Rp300.000, cuci kampung
dimana pada pelaksanaan cuci kampung ini disertai cambuk
100 kali dan denda potong kambing tiga ekor dan 2 ekor
ayam biring, serta sanksi pengucilan atau hukum kucil dari
desa tersebut.

2. Sanksi Adat Terhadap Perzinaan Sedarah di Desa Tebat
Pulau Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong
Perspektif Magasyid Syariah menunjukkan bahwa bentuk
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sanksi adat berupa Denda kutei yang secara ketentuan
sebesar Rp1.500.000 tetapi diberi keringanan menjadi
Rp300.000 karena kondisi ekonomi keluarga pelaku
berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas
pelanggaran yang merusak kehormatan keluarga dan
keturunan, sehingga sejalan dengan prinsip menjaga
kehormatan (hifz al- ird) dan menjaga keturunan (kifz al-
nasl). Upacara cuci kampung, yang meliputi penyediaan
kelengkapan adat serta pemotongan tiga ekor kambing dan
dua ekor ayam biring, memiliki tujuan sosial untuk
memulihkan hubungan masyarakat dan menghilangkan
ketegangan akibat pelanggaran, sehingga sesuai dengan
tujuan menjaga Kketertiban dan keharmonisan sosial.
Sementara itu, hukuman cambuk sebanyak 100 Kkali
dipahami sebagai bentuk sanksi moral untuk menegaskan
kesalahan dan memberikan efek jera, sehingga berkaitan
dengan upaya menjaga Kketertiban dan pencegahan
kerusakan sosial (kifz al-nafs dan Aifz al-‘ird). Adapun

sanksi pengucilan (kucil) yang menyebabkan keluarga
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pelaku menarik diri dari pergaulan desa berfungsi
menghindarkan konflik lanjutan dan menjaga stabilitas
masyarakat tanpa menghapus hak dasar keluarga tersebut.
Dengan demikian, seluruh sanksi adat yang diterapkan
dalam kasus ini pada prinsipnya selaras dengan Magasid
Syari‘ah karena bertujuan menjaga kehormatan, keturunan,
serta ketertiban sosial secara nyata.
B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Tebat Pulau diharapkan agar tetap
mempertahankan dan menegakkan hukum adat sebagai
instrumen sosial yang mampu menjaga kehormatan,
ketertiban, dan moralitas, sembari senantiasa menyesuaikan
dengan nilai-nilai Islam.

2. Bagi pemerintah desa dan lembaga adat perlu adanya
sosialisasi dan pendidikan hukum adat agar generasi muda
memahami larangan incest serta konsekuensi berat yang
ditimbulkannya, baik secara adat, sosial, maupun agama.

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat

memperluas kajian mengenai relevansi hukum adat dan
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Magasyid Syariah di daerah lain, sehingga ditemukan
gambaran yang lebih komprehensif tentang peran adat

dalam mendukung syariat Islam di Nusantara.
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